PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal yang
selanjutnya disingkat BP3MD adalah Badan Promosi dan

Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.

5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang

mempunyai nilai ekonomis.
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11.

12.

13.

14.

Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara
Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia,
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak
berbadan hukum.

Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia
yvang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak
asing.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha
vang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah

Provinsi Sumatera Selatan.

Penanam Modal dalam negeri adalah perseorangan warga
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik
Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal

di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang
melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik

Indonesia.

Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan
kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan

penanaman modal.

Industri Pioneer adalah industri yang memiliki keterkaitan
vang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang
tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai

strategis bagi perekonomian nasional.

Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro.



-4 -

15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

usaha kecil.

16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha vang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari
usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan.

17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang

seorang atau Badan Hukum dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

(1) Untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan

dalam upaya mempercepat realisasi penanaman modal,

Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan

kemudahan dalam penanaman modal.

(2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam

penanaman modal diadakan dengan tujuan untuk:

da.

meningkatkan jumlah penanaman modal, baik dalam
maupun luar negeri;

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan
nasional;

menciptakan lapangan kerja;

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
daerah;



f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
daerah;

g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi
riil dengan dana yang berasal baik dari dalam negeri

maupun dari luar negeri; dan

i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam

penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;

b. kesetaraan:

transparansi;
akuntabilitas; dan

efektif dan efisien.

BAB II
BENTUK DAN KRITERIA INSENTIF DAN KEMUDAHAN
Bagian Kesatu
Pemberian Insentif

Pasal 4

Pemberian insentif dapat berbentuk:

pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi
daerah;

¢. pemberian dana stimulan; dan/atau

pemberian bantuan modal.

Pasal 5

(1) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan dan

pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf ¢ dan huruf d disesuaikan dengan kemampu-

an keuangan Pemerintah Provinsi.



